KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR: 03 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PPKN) KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
NAGARI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN,

Menimb
ang
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at
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—_—

DAN PENANGGULANGAN BENCANA

NAGARI SUNGAI PULAITAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI,

bahwa
untukterlaksananyakegiatandalamAnggaranPendapatandanBelanja
PemerintahanNagariTahun 2019,

sesuaidenganketentuandanperaturanperundang-undangan  yang
berlaku, perlumengangkatPelaksanaPengelolaanKeuanganNagari
(PPKN)NagariSungai PulaiTahunAnggaran 2019;
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf
a diatas, perlumenetapkankeputusanWaliNagariSungai
PulaitentangpengangkatanPelaksanaPengelolaanKeuanganNagari
(PPKN)KegiatanPenyelenggaraanPemerintahan, Pembangunan
Nagari ,Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan kemasyarakatan
dan penanggulanagan bencana TahunAnggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)

PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014
tentangPeraturanPelaksanaanUndangUndangNomor 6 tahun 2014 tentangDesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 213,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari AnggaranPendapatandanBelanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

PeraturanMenteriKeuanganNomor ~ 262/PMK.03/2010  tentang Tata  Cara
PemotonganPajakPenghasilanPasal 21 BagiPejabat Negara, PNS, Anggota TNI,
Anggota POLRI danPensiunannyaataspenghasilan Yang MenjadiBeban APBN dan
APBD;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 111 Tahun 2014
tentangPedomanTeknisPeraturan Di Desa;
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PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20 Tahun 2018 tentang perubahan  atas
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014
tentangPengelolaanKeuanganDesa;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa PDT No. 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa

Peraturan Daerah  KabupatenPesisir  Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentangPemerintahanNagarisebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah
KabupatenPesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentangPerubahanAtasPeraturan
Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentangPemerintahanNagari;

Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang
Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;

PeraturanBupatiPesisir Selatan nomor91tahun 2018,
tentangsusunanorganisasidantatakerjaPemerintahannagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018
tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
Tahun anggaran 2019;

Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor97Tahun
2018tentangtata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2019;

Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor98Tahun
2018tentangtata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan Bagi Hasil Pajak Daerah
tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

MengangkatNama nama sebagaimana terlampir pada lampiran surat
keputusan ini sebagaiPPKNBidangPenyelenggaraanPemerintah,
Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Penanggulangan bencana TahunAnggaran 2019.

TugasdantanggungjawabPelaksanaPengelolaanKeuanganPemerintahNa

gari

(PPKN)sebagaimanadimaksud dictum KESATU di

atasadalahsebagaiberikut:

a. MenyusunRencanapelaksanaankegiatan yang
menjaditanggungjawabnya;

b. BersamabendaharawanNagarimembuatrencanausulanpermintaanda
nasesuaiaturan yang telahditetapkandankebutuhankegiatan.

c. Melaksanakankegiatanyang telahditetapkandalam APB Nagari;



d. Melakukantindakanpengeluaran atau laporan Pertanggungjawaban
yang menyebabkanatasbebananggaranbelanjakegiatan;
e. Melaksanakantugasdankewajibandenganprinsipefisiendanefektifdila
ndasidengansikaptransparansidanbertanggungjawab.
f. Mengendalikanpelaksanaankegiatan;
g. MelaporkanperkembanganpelaksanaankegiatankepadaWaliNagari,
dan;
h. Menyiapkandokumenanggaranatasbebanpengeluaranpelaksanaanke
giatan.
KETIG : PelaksanaPengelolaanPemerintahNagari
(PPKN)dalammelaksanakantugasbertanggungjawabkepadaWaliNagari/
Pemegang Kuasa PenggunaKeuangan Nagari.

KEEM : Keputusaniniberlakusejaktanggalditetapkan
,danapabilaterdapatkekeliruandalampenetapansuratkeputusaninidapat

PAT dilakukanperbaikankembalisebagaimanamestinya.
Ditetapkan di : Sungai Pulai
Padatanggal : 10Januari
Tembusan :
1. Yth. KepalaBagianPemerintahanNagariSekretariat Daerah KabupatenPesisir Selatan di Painan
2. Yth. BapakKepalalnspektoratKabupatenPesisir Selatan di Painan
3. Yth. BapakCamatKecamatanSilaut
4. Yth. Ketua BAMUS NagariSungai Pulai di Sungai Pulai
5. Yang bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI



NOMOR

: 109/03/Kpts/WN-SP/ 1-2019

TANGGAL : 10JANUARI 2019
TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSNAN PENGELOLA KEUANGAN NAGARI SUNGAI

PULAI TAHUN 2019
NO NAMA JABATAN KETERANGAN
1 2 3 4
1| PUIIYONO Wali Nagari Kuasa Pengguna
Anggaran
2 | SITI JUNAINI Sekretaris Nagari Koordinator PPKN
3 | SUCIPTO Kasi. Pemerintahan PPKN
4 | SUPRIADI Kasi Kesejahteraan & Pelayanan | PPKN
5 | RIKA GUMALA DEWI Ka.Ur. Keuangan PPKN
6 | DORI GUSTIAN, S.Pd Ka. Ur. Perencanaan PPKN




